
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PIRATI'RAIT WALIK(yTA KOTAIOBAGU

NOUOR 6 TAHI'IT 2OI7

TENTAITG

TAUBAHAIT PETGIIASIUTT PEGAITAI ITFI}ERI SIPIL

DI LIITGKTTITGAIT PF,UERII|TAII KOTA KOTATOBAGU TAHI'II 2OI7

DEITGAIT RAIIUAT TT'HAIT YANG UAIIA ESA

WALIKOTA KOTAUOBAGU,

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah

ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun

2016, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a68O);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
fttq

ia.

b.
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4.

2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarlrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; h
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6.

7.

8.

9.
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11.



12. Peraturan Daerah

Pembentukan dan

Kotamobagu;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2017;

14. Peraturan Walikota Nomor 6l Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Kotamobagu Tahun 2O17.

Menetapkan

}IETUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BTB I
NETEI{TUAII I'UUU

Pssd 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah kota kotamobagu.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertugas pada

SKPD/Unit Keda.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

7. Nilai Jabatan adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan faktor

jabatan.

8. Harga Jabatan adalah harga yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu

untuk semua tingkatan jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

9. Kinerja adalah produktilitas ke{a dari pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta tugas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan urusan

Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Susunan Perangkat Daerah Kota

pemerintahan daerah.
ctl



11.

t2.

13.

10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-Undangan dan atau peraturan kedinasan.

Verifikasi Penilaian disiplin adalah proses verifikasi secara sistematis

yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan instansi

yang terkait dengan urusan kepegawaian terhadap disiplin PNS.

Verifrkasi penilaian Kinerja adalah suatu proses verifikasi secara

sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara be{enjang

terhadap produktilitas kerja PNS.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,

kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri

Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintah.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, weqrenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/ atau

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
TUJUAX DAI| RUAITG LII|GXI'P

Baglan Kcaatu
TuJuen
Paral 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berlujuan :

a. Meningkatkan disiplin PNS;

b. Meningkatkan kine{a PNS;

c. Meningkatkan kesejahteraan PNS; dan

d. Meningkatkan integritas PNS.

15.

16.
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B.gla! Kcdua
Ruang Lfngtup

Pasd 3
(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai adalah hasil perkalian nilai

jabatan dan harga jabatan berdasarkan beban kerja, tugas pokok dan

fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah .

(2) Nilai Jabatan dan Harga Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota ini.

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan hasil penilaian

indikator disiplin dan produktifitas kerja PNS, dengan pembobotan

masing-masing 4O% untuk disiplin dan 600/o untuk produktifitas keda.

BA'B III
TATA CARA PEUBERIAIT TPP

Bagian Ke$tu
penflatan don p6ftlf,gngBn Dblplln pfiS

Pasal 4
(1) Indikator dan bobot penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal

3 ayat (3) adalah sslagai berikut :

a. Pemenuhan jam kerja PNS (loolo);

b. Pemenuhan apel pagi (1O%);

c. Pemenuhan kehadiran pada upacara peringatan hari besar nasional,

keagamaan dan daerah (10)%; dan

d. Pemenuhan kehadiran pada rapat-rapat dan/ atau sidang paripurna

(1o%).

(2) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada instrument apel pagi dan

peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dikecualikan

bagi PNS guru dan tenaga medis yang bertugas pada hari yang berkenaan.

(3) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada rapat-rapat dan/ atau sidang

paripuma diatur sebagai berikut :

a. Bagr Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

yang berkedudukan sebagai pimpinan unit kerja (Pimpinan UPTD)

yang diundang mengikuti rapat, wajib hadir dan tidak dapat

diwakilkan kecuali tugas luar dan/atau sakit.

b. Bilangan pembagi instnrmen rapat-rapat dan/ atau sidang paripurna

bagi pejabat sebagairrnns tersebut pada huruf a yaitu jumlah

akumulasi rapat-rapat dan/ atau sidang paripurna yang dilaksanakan

dalam bulan berjalan yang mengikutsertakan semua unit kerja. h



c. Untuk bilangan pembegi instrumen bagr rapat-rapat Pejabat

Administrator, Pengawas dan Pelaksana setiap unit kerja yaitu jumlah

akumulasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja

secara internal.

(4) Evaluasi dan verilikasi Pemenuhan indikator disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah Kota Kotamobagu.

Bagtan tcdua
Pcnllalen dan Perhltungan Produktlfltas KerJa PI{S

Pasal 5

(1) Indikator penilaian Produktifrtas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud

pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Pekedaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 25 output

pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 1OO (Seratus) ;

b. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 20 sampat 24

output pekerjaan selama satu bulian, diberi nilai 75 (tujuh puluh

lima);

c. Pekerjaan yang dihasilkan tebih dari atau sama dengan 15 sampai 19

output peke{aan selama satu bulan, diberi nilai 50 (lima puluh);

d. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 1O sampai 14

output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 25 (dua puluh lima);

e. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 1 sampai 9

output pekedaan selama satu bulan, diberi nilai 1O (sepuluh);

f. Pekerjaan yang tidak menghasilkan output pekerjaan selama satu

bulan diberi nila O (nol)

(2) Ikiteria pekerjaan dalam penilaian produktifitas kerja terdiri atas :

a. Pemenuhan tugas pokok dan fungsi ;

b. T\rgas lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi;

c. T\rgas tambahan yang diberikan pimpinan;

d. Laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas; dan

e. Notulen / catatan hasil pembahasan rapat;

(3) Kriteria pekerjaan dimalsud pada ayat (2) harus termuat dalam laporan

harian kerja pegawai dengan mengetahui atasan langsung pegawai yang

bersangkutan.

(4) Untuk pemenuhan indikator produktifitas kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), setiap PNS wajib membuat laporan kinerja harian.
9\t



(s)

(6)

Rekapan atas laporan produktifitas kerja harian PNS diverifrkasi setiap

bulan oleh atasan langsung PNS secara be{enjang dan mengetahui

kepala SKPD.

Hasil verifikasi oleh atasan langsung (verifrkator) atau atasan langsung

pejabat verilikator bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Bagtan Ketlga
Podlalea drn psifolf,11ngrn Berdararhel Perttmbelgea ObJektlf Lalaaya

feragnf I
Penbcrlan TPP B.gf PIra Yaag Seldt, Izltr, fcdaggrl lluah, g6ngllrutt

DtHat drn Teaaga Pcndtdtt lGuru drn Pcngawae SetoLhl
Pasal 6

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit pembayaran TPP diatur sebagai

berikut :

a. Sakit tanpa keterangan yang sah dianggap tidak hadir.

b. Sakit dengan memasukan surat keterangan sakit maksimal 2 hari

dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan

aktilitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak

dikurangi bobot 4oolo indikator disiplin tapi indikator produktifitas

kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja
yang bersangkutan.

c. Sakit lebih dari 2 hari wajib memasukkan surat keterangan dari

tenaga medis yang memiliki legalitas dengan ketentuan selama yang

bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka

kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 4oolo indikator

disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan

sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.

Bagi PNS yang izin karena alasan tertentu harus memasukkan surat

permohonan izin kepada pimpinan yang bersangkutan maksimal 2 hari

kerja dalam I bulan dengan ketenhran selama yang bersangkutan tidak

melaksanakan aktilitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan

tidak dikurangi bobot 4O% indikator disiplin tapi indikator produktifitas

ke{a tetapi diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang

bersangkutan.

Bagi PNS yang izin karena alasan penting (kedukaan, pesta pernikahan,

wisuda anak, orang tua/ keluarga sakit) di luar daerah, diberikan izin

maksimal 7 }rari kerja berdasarkan persetujuan pimpinan

bersangkutan, dengan ketentuan selama yang bersangkutan

(1)

(2t

yang

tidak

h

(3)



melaksanakan aktifitas kerja di kantor maka kepada yang bersangkutan

tidak dikurangi bobot 4O% indikator disiplin tapi indikator produktifitas

ke{a tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang

bersangkutan.

(4) Bagi PNS yang mengambil cuti, penghitungan nilai bobot disiplim dan

produktilitas kerja adalah sebagai berikut ;

a. Bobot indikator disiplin dihitung berasarkan jumlah riil dipenuhi

yang bersangkutan.

b. Bobot indikator produktifitas kerja dihitung berdasarkan

akumulasi perolehan capaian produktifitas kerja selama 1 (satu)

bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

(5) Bagi PNS yang meninggal dunia, TPP yang bersangkutan dibayarkan

penuh di bulan berkenaan.

(6) Dokumen pertanggungiawaban atas penerimaan TPP sebagaimana di

maksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ahli waris.

(71 Bagi PNS yang mengikuti Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis, TPP

yang bersangkutan dibayarkan penuh dengan ketentuan wajib

memasukkan laporan harian selama mengikuti Diklat.

BAB IV
PI{S YAIIG TII'AI( UEITERIIA TPP

Pesd 7

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada:

a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar

Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar; dan

d. PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun

berjalan kecuali untuk yang menduduki jabatan struktural.

BAB V
TATA CARA PEUBAYARAN

Paeal 8

(l) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan setelah

evaluasi dan verifikasi terhadap rekapan nilai disiplin dan nilai

produktilitas kerja. qal



(21 Hasil rekapan nilai disiplin dan nilai produktifitas kerja yang telah

diverifrkasi diinput dalam sistem informasi TPP oleh bendahara gaji

masing-masing SKPD.

(3) Hasil print out sistem informasi digunakan sebagai dasar permintaan

pembayaran ke DPPKAD.

BAB VI

AI'XASI AXGGARAX
Pasat 9

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(21 Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

SKPD.

BAA VII
XEf, EIf TUAJT LIUI| -LIUT

Pasal 10

PNS yang diangkat atau dipindahkan ke SKPD lain, pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan rekapitulasi nilai disiplin dan

produktilitas kerja pada SKPD sebelumnya ditambah dengan rekapitulasi

nilai disiplin dan produktifitas kerja pada SKPD yang baru.

BAB VIII
T TEIITUAIT PEI{UTT'P

Passl 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor

10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2016 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku h



I

Pa.sl 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap or.rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu /
Pada tanggal , Jclnllqni n 2OL7

(IWALIKoTA KOTATOBAGU' /

rrrP. 19730308 199311 1(x)l



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NoMoR ,6 Tqhuo tolT
rANGGAL,af,qntlAci rol7
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PDMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU

I. EARGA JABATAIT DAIi MLAI .'ABATAT AATSAT PERAf,GTAT DAER.IE I(( TA R( TA OBAGI' I

qqwAr.DotA xorAroBAcu /

!to JABATAIT EARGA
JABATIIT I{ILAI JABATAII

I ESELON II A 4500 3525

2 ESELON II B IASISTEI.I) 4750 2925

3 ESELONII B (KEPALA DINAS /BADAN) 4000 2660

4 ESELON II B (STAF AHLN 4000 2660

5
ESEI.ON III A (KEPALA BAGIAN SETDA /
SEKRETARIS INSPEKTORAT / IRBAN
INSPEKTORAT}

2500 2145

6 ESELON III A (CAMAT) 4600 2185

7 ESELON III A (LAINI,IYA) 22sO 2095

8 ESELON III B 2000 la25

9 ESELON TV A 1750 1430

10 ESELON TV A (LURAH) 4250 1430

11 ESELON IV A RUMAH SAKIT 3500 1430

l2 ESELON IV B RUMAH SAKIT 2500 1295

l3 ESELON IV B t250 1295

t4 JABATAX TUIIGAIOITAL UXUI
GOL I DAN II t250 715

GOL III DAN IV t250 lol5
15 JABATAIT TMT(IISIONAT TERTEITTU :

- DOKIER SPESIALIS 4000 2000

- DOI(IER UMUM 2000 1515

JTT RUIAII SAXIT
. JFI GOL I DAN II 1800 s70
. JFI GOL TU DAN IV 1500 1365

- JFI GOL IU DAN IV (KEPAIA RUANGAN) 1800 1365

JI"T AUDITOR

JF"r AUDTTOR (GOLONGAN tV) 2000 2230
. JFT AUDITOR (GOLONGAN III) 2000 1545

l6 .,ABATAI{ rt,ltGSIO)tAL TERTEI{TI'
I"AITTYA
- JFT GOL I DAN II 1100 970

- JF'T GOL III DAN IV 1 150 1365

- GURU /PENGAWAS 200 r36s /



II. EARGA JABATAIS YAIVG DITII.AI UEI.AUPAIN BE,BAT BER^'A ]IORIAL DEITGAIT VOLI'UE
PEI(EzuITAX YAIT(} TIilXil TERUASUK BEBAIT TAIT(X}I'TGJAWAB YATG BDSAR DALAU PEI"AXSATAAT
TUGAS PIOKOI( DAIT FTIilGSI :

ruilcrsl SI{PD (PEtrGEr0Url HARGA
JABATAII ITII.AI JABATAIT

1.
PETANGGIIITG .IAWAB PEREI(CA.ITAAIT
PEUBArGrrrArf DAERAE (BAPELITBATGI

ESELON II B s{XX) 2660

ESELON III A 3000 2095

ESELON III B 3000 1825

ESELON TV A 3000 1430

JFU GOL I DAN II 2750 715

JFU GOL III DAN TV 2750 1015

2, BAGIAN EKONOMI PEUBAITGUITAIT
IIARGA

JABATAT I{ILIU.IABATAI{

ESELON III A 3000 2 185

3. PETAITGGT'TG JAWAB PEIT(},TWASAII
PEUERTTTATTAN (rnSPEKrlORATl

ITAIIGA
JABATAN

IrILIU JABATAIT

ESELON II B 4750 2660

ESELON TV A 2250 1430

JFU GOL I DAN II 2250 7L5

JFU GOL III DAN IV 2250 1015

4.
PEITGEIPI.A I'RUSAIT I'UUU DAIT RI'UAII
TAf,(rcA IIDII, VXDH DAX TATA USAEA
PIUPIITAI{

EAR(}A
JABATAIT

rILAI JABATAIT

ESELON III A 3000 21a5

ESELON tV A 2250 1430

JFU ANALIS PIMPINAN 3000 1015

JFU GOL I DAN II (PROTOKOLER KEPALA
DAERAH)

3250 715

JFU C,OL rrr DAN rV (PRC}TOKOLER KEPALA
DAERATI

3250 1015

JFU GOL I DAN II 2250 7t5

JFU GOL III DAN IV 2250 1015



runcsr sxPD {PEI.GELoLA)
HARGA

.,ABATAIT
IYILIU JABATA.I

5.
PEIIGEIPLI\ I'EUAI| GAIT DAERA,E
IBPXTD DArr SXPXDI

ESEIr)N II B 8400 2660

ESELON III A 4250 2095

ESELON III B (KUASA BUD) 4900 1825

ESELON III B 4350 1825

ESEI,ON IV A (KUASA BUD / ADMIN /
PENAGIHAI,I}

4450 1430

ESEI,oN IV A LAJNI.IYA 3450 1430

arABArAr rurcsroxAL uuuu (.rFu)

JFU GOL I DAN II 4000 715

JFU GOL III DAN IV 3000 1015

JFU ADUII{

JFU GOL I DAN II 5350 715

JFU GOL III DAN IV 4000 1015

JFU PEITGEI,OIA SP2D

JFU GOL I DAN II 4700 7 1.5

JFU GOL III DAN IV 3500 1015



6.
PEIIGELOLA ITEORGTMAffIIAIT,
PEIfGEITBAITOAT rIlERi'A DA'r I.AYATAI{
FOBLIIT (BAGIAIT OR(}AIIIS,ASII

IIARGA
JABATAII 1TIIIlr JABATAIII

ESELON III A 2500 2 185

ESDLON IV A 2500 1430

JFU GOL I DAN II 2000 715
JFU GOL III DAN IV 2000 1015

7. PETOEI.OI.A UnI'SAX I|DPISAVAIAIC
|EITPPI

EARGA
JABAIAT rIL/U JABATAI{

ESEION II B 4750 2660

ESELON III A 2750 2095
ESELON III B 2750 ta25
ESEI,ON IV A 2750 1430

JFU GOL I DAN II 2250 7r5
JFU GOL IIi DAN IV 2250 1015

PENGDLOLA FINGER PRIM/ AE}SENSI 2250 1015

8.
PEIIGEIDIA TEXTIK II{rIORIASI DAT
TELEXOUUmXAST (DTIIAS rO llltol

EARGA
JABATAII f,ILIU JA.BATAII

ESEI'N III B 2500 1A25

9. PEI{GELOLA XEHUIIASAIT (BACIAX EI'UAS} IITRGA
JABATAI NILAI JABATATT

ESELON III A 3000 2tas
ESELON TV A 2500 1430

JFU GOL I DAN II 1750 715

JFU GOL III DAN IV 1750 1015

1().
PETGELOLA IIfVEgfASI DAIT PDRI'ZITAIT
{DII|AS PEITA-1IAUA.r UODAL DAT PTSP}

EARGA
JABATAT rIL]U JABATA]I

ESELON II B 4000 2660

ESELON IU A 2500 2095

ESELON M B 2250 ta25

ESELON IV A 2000 1430

JFU GOL I DAN II 1500 7t5
JFU GOL III DAN TV 1500 1430

11.
PDI{GIIOLA PR()DI'X EI'I{I,[ DAGRAS
(BAGIAJI EUXITUf

EARGA
JABAT/IIf ![LAI JAEATAIT

ESELON III A 3800 2185

ESEI,ON IV A 2750 1430

JFU GOL I DAN II 22fi 715

JFU GOL III DAN IV 2250 rO15 /

41ver.rore xorexoaecu /


